
tsUPATI CIANJUR
PRO\-INSI JAWA BARAT

PER{TURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 65 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA RUMAH SAKIT UI\4UM DAERAH SAYANG

DENGAN RAHNJAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI CIANJUR,

bahwa sesuai ketentuan pasar 37 peraturan Bupaticianjur Nomor 60 Tahun 2o2o, dalam ."rrgk.
meningkatkan kualitas perayanan kepada masyarakat,
berdasarkan prinsip efesiensi, ekonomis dan produktif,
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
lae1ah Sayang dapat mengangkat pegawai Non Aparatur
Sipil Negara;

bahwa bercasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) perru menelapkan beraturan Bupati
tentang Pecoman pengerolaan pegawai Non Aparatur sipil
Negara pada Rumah Sakit Umum-baerah Sayang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambihan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2g6);
Undar:Lg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambaian
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan Pengeloraan dan Tanggung Jawab Keuangai
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4aOe;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oog tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoog Nomor744, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 5063);

!1d.ang-Undang Nomor 44 Tahun 2OOg tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oogNomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor SO72);

2.

-J.

4.

tentang
Republik

Lembaran

5.



7.

5. Undang-Unciar:q \c:::,:: 5 lahun 2,;--- :t::a:r: .{paratus Siprl \egara
(Lembaran \egara Repuolik Indor-resia Tahun 2Ol+ Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5-19-l);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan Kedua atas undan[-
Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ls Nomor 5g,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor s6T9);
Undang-Unclang Nomor 30 Tahun 20r4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20os tentang ,engelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nega.a
Republik Indonesia Nomor 45aZ sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 1zl, Tambahan Lembaran Negrra
Republik Indonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2org tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otg
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20lo tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201g tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 20lO Nomor 33);

Pera,turan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2ol} tentang Badan
Layanan Utnurn Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLB
Nomrr l2l3);
Peraturan Daerah llafupaten cianjur Nomor B Tahun 2016 t-entang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten cianjui
(Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2o1o Nomoi B;;

Peraturan Bupati cianjur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas pokok,
Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit organisasi ai dngt<ungan
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang K.abupaten Cianjur (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 21);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor .. Tahun 2o2o tentang pedoman
Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Sayang (Berita Negara Tahr-rn 2O2O Nomor .,);
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MEMUTI.]SKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH
SAKTT I IMI IM DAF-RAI-I CAVA]\TN

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN U\IUJI
Pasal 1

Dalam Peraturai: Bupati ini yang dimaksud dengan:

1' Daerah Kab.lrpaten selanjuinyha disebut Daerah adalah DaerahKabupaten Cianjur.
2' Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut pemerintah

Daerah adalah Bupati sebagai unsu.r p..ry.t"rrggara pernerintahan
daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonorn.
Bupati adalah Bupati Cianjur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten cianjur.
Rumah Sakit Umum Daerah sayang yang selanjutnya disingkat RSUD
Sayang adalah Rumah Sakit Umum o."."il Sayang Kabupaten cianjur.
Direktur RSUD Sayang selanjutnya disebut Direktur adalah DirekturRumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.
P_egarvai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai
Non ASN adalah pegawai yallg bukan bers=tatus pegawai negeri sipil ataupensiunan PNS atau bukan berstatus TNI/poi,ru yang dipef,erjakan olehRSUD Salrang dengan menerima upah/imbalan dalam-berrtut iairr.

8. Pegawai Tetap Non ASN adalah seseorang yang
administrasi dan dinyatakan lr,rlus selekJi serta
percobaan.

9 ' Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratanadministrasi dan dinyatakan lulus seietslserta tc:rikat dengar. perjanjiankerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yangberlaku.

10. Pegawai Harian Lepas adarah seseorang yang terah memenuhipersyaratan administrasi dan dinyatakin - lulus seleksi untukmengerjakan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktudan volume pekerjaan dan ,prr, Jidasarkan pada kehadiran yangdilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berraku di RSUD Sayang.
11' Pegawai Kerja waktu Tertentu adalah seseorang yang telah memenuhipersyaratan administrasi dan dinyatakan lurlus seietsl untrrk pekerjaantertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaanny. .k^r,selesai daleim waktu tertentu.
72. Mutasi/Pemindahan pegawai adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal

maupun vertikal (promosi/clemosi) dalam suatu organisasi,
13' Pendidikan dan iatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah salahsatu upaya untuk meningkatkan kualitas .r-b.. daya manusia sesuaidengan kebutuhan pekeqaan.
14' Penghargaan adalah suatu bentuk imbalan balas jasa yang diberikankepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik,melakukan suatu keunggulan atau pre stasi, memberikan suatusumbangsih atau berhasii melaksanakan suatu tugas yang diberikansesuai target yang ditetapkan.

J.

4.

5.

6.

7.

memenuhi persyaratan
telah menjalani masa



15. Sanksl :r-ri*=a:r a:a-a-: rukur::a:: r.-a::g tr:-a:*j:ia:: kepada pega\\,ar nonASN karena =ela::ggar keri-a.;iban. larii:ga:: dan p...tr."., tata tertibRSUD Sar-ang.

16' Formasi Pegau-ai adalah keoutuhan tenaga dalam .lumlah tertentu yangdibutuhkan untuk mendukung penyelesaLn tugas RSUD Sayang.
1,7. Kompetensi adalah kemampuan seseorang mengenai wawasan,keterampilam, sikap kerja y1.g sesuai dengan standarct.u aturan yangtelah ditetapkan oleh RSUD Sayang.
18' Kompetensi Man,ljerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin

dan/atau mengelola di unit RSUD Sayang.
19. Kompete'si Teknis adarah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/periiaku yang dapat diamati, diukur, dikembang't 

^. yang spesifikberkaitan dengan bidang teknis jabatan.
20. Remunerasi. adalah segara penerimaan yang diterima oleh danmerupakan hak pegawai non ASN, baik berupa upah atau gaji termasuktunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh nsUo Sayang

sebagzLi pernberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang_
undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atauperjanjian bersama.

21' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut ApBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
-daeiah 

yang dibahasdan disetujui bersama oreh pemerintah Daerah d;; DpRD, sertaditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2
Pegawai Non ASN berkedudukan sebagai pegawai RSUD sayang.

Bagian Kelua
Status

Pasal 3
(1) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapatdiangkat denganstatus:

a. Pegawai tetap;
b. Pegawai kontrak;
c. Pegawai harian iepas;
d. Pegawai kerja waktu tertentu.

(2) Pegawai kontrak sebagaiman.a dimaksud ayat (1) huruf b, dapat diangkatmenjadi pegawai tetap apabila telah mernenuhi p.."yu.atan dan pjing
]ama 3 (tiga)-tahun dengan tenggang waktu 3 (tiga) Uutan terhitung sejakberakhirnya kontrak.

(3) Pegawai harian.lepas sebagaima'a dimaksud ayat (1) huruf c, dapatdiangkat menjadi pegawai kontrak apabila telah memenuhi persyaratandan paling lama 6 (enarn) bulan terhiiung sejak berakhirnya surat tusas.



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pegau'ai ker_ja ',:,-a.ltu r-erteniu se'caea-na::a :r::ra<sud a]-at (1) huruf d.
dapat diangkat nenjadi pegau'ai har:an lepas apabila relah memenuhi
perslraratan cian paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya
surat tugas.

Pasal 4

Apabiia terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu,
Direktur dapat mengangkat pegawai kontrak yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi untuk
melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tersebut, sesuai dengan
kemampuan keuangan RSUD Sayang.

Kontrak sebagaimana dimal:sud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1

(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan.

BAB III
FORMASI, PERENCANAAN, DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Formasi Kebutuhan

Pasal 5

Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN disusun berdasarkan analisis
kebutuhan pegawai yang diusulkan Direktur kepada Bupati.
Analisis kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan:

a. analisis jabatan;
b. analasis beban pekerjaan;
c. jenis pelayarran yang diberikan;
d. sifat pelayanan yang diberikan;
e. kemampuan pendapatan operasional rumah sakit;
f. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
g. faktor-faktor yang lain.

Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

Pasal 6

RSUD Sayang dalzrm penerimaan Pegawai Non ASN harus disesuaikan
dengan formasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
Penerimaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan oleh RSUD Sayang.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan pengadaan Pegawai Non ASN harus memperhitungkan
ketersediaan anggaran untr,rk gajinya, juga diperhitungkan biaya yang
diperlukan untu,k menyelenggarakan pengadaan pegawai No.r ASN.

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun
berdasarkan formasi kebutuhan pegawai.

Perencanaan pengadaan pegawai Non ASN dibuat oleh bagian
kepegawaian RSUD Sayang.



(1)

(2)

(3)

Bagian Kelga
Pcn o.,..JUmUman

Pasal 8

Pengumuman pengadaan Pegarvai Non ASN dilakukan secara terbuka
kepada masyarakat oleh panitia seleksi, melalui pengumurnan tuebsite
resmi RSUD Sayang dan media resmi milik Pemerintah Daerah atau
media lain sesuai kebutuhan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1; dilakukan paling lambat 1

(satu) minggu sebelum tanggal penerimaan lamaran.
Pengumunian sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit memuat:
a. jumlah dan jenis pelayanan;
b. persyaratan;
c. tahapan seleksi;
d. alamat lamaran ditujukan; dan
e. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 9

Setiap orang yang mendaftar menjadi Pegawai Non ASN RSUD Sayang
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI);

b. usia paling rendah 1B (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga
puluh lima) tahun pada saat melamar,;

c. tidak pernah dipidanrl penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap;

d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai
baik pada Instansi Pemerintah maupun swasta;

e. berkelakttan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kepolisian Republik Indonesia;

f. tidak pernah terlibat dengan gerakan yang menentang Pancasila,
Undang-undang Dasar Tahun 1945, Negara dan pemerintah
Republik Indonesia;

g. tidak rnenjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat
politik praktis;

memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
unit peleiyanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan
jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi/
menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif
lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badanl
lembaga yang diberikan kewenangan untuk penguj ran zat narkoba
dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar
terseb'urt dinyatakan lulus seleksi pengadaan pegawai Non ASN;

(1)

h.

i.



(2)

(1)

(2)

(4)

(s)

J bagi pelarlar ,riri :e:aqa kesehatan :ler::i.iki surat tanda registrasi(STR) ]'ang mas:h berlaku:
k' pelamar )-ang dinr-atakan rulus tidak terikat dengan statuskepegawaian pada instansi lain;
1. bersedier ditempatkan di unit pelayanan yang ditentukan oleh RSUDSayang.

m. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan olehDirektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undu.rrg^.r.
Ketentuan sebagaima,na dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf k,dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya (dokter
spesialis/ konsultan) ditentukan oleh Direltur.

Bagian Kelima

Pendaftaran
pasal 10

Setiap pelamar wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan waktu yangtelah ditentukan dengan menyertakan persyaratan sebagaimanadimaksud Pasal 9 ayat (1).

Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
online dan/atau mengirim berkas lamaran'
Direktur.

dapat dilakukan secara
yang ditujukan kepada

(1)

(2)

(3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratansebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan peramar.

Bagian Keenam
Ujian dan Pengumuman Hasil Seleksi

'pasal 
1 1

Seleksi Pegawai Non ASN dilaksanakan oreh RSUD Sayang.
Pelaksanaan seleksi-sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerja samadengan lembaga profesional.

Materi seleksi terdiri dari :

a. administrasi;
b. kompetensi;
c. les kesehatan;
d. tes psikologi.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) huruf a,dilakukan untuk mencocol<kan persyaratan administrasi dan kualifikasidengan dokumen pelamaran.
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pasar 11 ayat (3) huruf b,dilakul<an untuk menilai kesesuaian kompetensi manajeriar dankompetensi teknis yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensijabatan.

seleksi tes keseharan sebagaimana dimaksrrd pasal 11 ayat (3) huruf c,adalah pemeriksaan yang bertujuan untnk memastikan kondisikesehatan calon pegau,ai Xon RSN .rrrtrk Uef.efa.

(3)

(6)



(7) Seleksi tes psrkologi sebagar=a::: :-::--a.:s-*: Pasa- i I a]-ar (3) hurui o.
adalah penilaian ]'ang dilaku<a: :^::: pr::es:c:ial r-ang ahli, biasanl'a
psikolog untuk mengevaluasr e:nost. kecerdasan, danlatau fungsi
perilaku seseorang.

(8) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat ditambah
dengan materi lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
pelayanan RSUD Sayang.

Pasal 12

(1) Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5)
terdiri atas:

a. seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi
profesi; dan

b. seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan
sertifikasi profesi.

(2) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi
profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diiakukan dengan uji
kompetensi untuk menerrtukan peringkat.

(3) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang belum mensyaratkan
sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan
dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan
peringkat.

Pasal 13

Untuk proses seleksi Pegawai Non ASN, Direktur membentuk Panitia/Tim
Seleksi.

. Pasal 14

Panitia/tim seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 mengumumkan
pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka, berdasarkan
penetapan hasil seleksi.

Pasal 15

Direktur harus menginformasikan perihal pelaksanaan seleksi Pegawai Non
ASN kepada Bupati, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainl'a
pelaksanaan seleksi.

Pasal 16

Dalam keadaan tertentu, Direktur dapat mengangkat Pegawai Non ASN
tanpa melalui proses atau prosedur sebagaimana Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal
7.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 17

(1) Pengangkatan Pegawai Non ASN dilaksanakan melalui seleksi
penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi, yang ditetapkan dengan
Keputusan Direkt,-rr.

(2) Pegawai Non ASN yang diangkat dengan status kontrak dapat
rlinerna-iohd caorro'i f^--^o'i -r^-^ +----^i^



(3) Pega$'ai Non AS\ tidak boleh menunrut untuk diangkat men;adi ASN.

Pasal 18
(1) Pegawai Non ASN ),ang sudah habis masa kerjanya sesuai dengankontrak dapat diperpanjang.
(r) I::l:ll1:9"" perjanjian kerja pegawai Non ASN ditakukan denganKetentuan:

a' memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf f huruf g dan huruf h;

b. memiliki kinerja dengan nilai baik.
(3) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, akandiatur oleh Direktur.

BAB V
PERJANJIAN, JANGKA WAKTU, DAN PERNYATAAN

Bagian Kesatu
perjanjian Kerja

Pasal i9
P-erjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Direktur dengan calon pegawai
Non ASN, berisi paling seclikit:
a. identitas para pihak;
b. jenis pekerjaan;

c. tempat pekerjaan;

d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
e. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pegawai;
f. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
g. pemutusan perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
i' keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) clan sanksi dalam halpara pihak tidak memenuhi kewajibannya;
j tanda tangan para pihak rlalam perjanjian kerja; dan
k. bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedr-ra

Jangka Waktu perjanjian Kerja
Pasal 20

Jangka waktu .perjanjian kerja bagi pegawai Non ASN berlaku sampaidengan akhir tahun anggaran.

Bagian Ketip;a

Surat pernyataan Kerja

Pasal 2 1

"tS,?:,THXti1" 
kerja dibuat secara tertulis oleh pegawai Non ASN, paring



a. kesediaan ca: <esanggupar- un[uK me=a:uh: at;ran ]-ang ditentukanoleh RSUD Sar-ang:

tidak menunrut untuk diangkat sebagai ASN; dan
dibuat diatas kertas bermeterai cukup.

BAB VI
MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Masa percobaan

Pasal 22
Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksisebagaimana dimaksud pasal 1 1, ditetapkan sebagai pegawai Non ASNkerja waktu tertentu clan wajib menjarani masa kerja selama 1 (satu)tahun.

Setelah menjalani masa kerja selama 1 (satu) tahun sebagaimanadimaksud ayat (1), pegawai Non_ ASN yang memiliki prestasi, dedikasi,loyalitas dan tidak terceia ditetapka, ..t.gli pegawai Fiarian Lepas.
Pegawai Non ASN yang diangkat sebagai pegawai harian repassebagaimana dimaksrld ayat (2), wajib menjilani misa percohaan untukpaling lama 6 (enam) bulan.

b.

a

(1)

(2)

(3)

(4) Setelah masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (3), pegawai Non
+SN yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak terceladitetapkan sebagai pegawai kontrak.

(5) Pegawai Non. ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapatsaling mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi.

Pasal 23
P"gi Pegawai N.on ASN yang berasal dari tenaga
langsung menjadi pega'rai harian lepas, tanpa melalui

medis dapat diangkat
rrrasa percobaan.

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 24
(1) Pegawai Non ASN mendapat surat tugas dari Direktur untukmelaksanakan tugas tertentu pada RSUD Sayang.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkandan rnemperhatikan pendidikan, kompeten.r, p.ig.t..rr..r, prestasi, dankondite selama masa percobaan dan/atau masa kerja ' i

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 25
(1) Pembinaan terhadap Pegawai Non ASN dalam melaksanakan tugasnyadilakukan oleh. atasa., langsung melalui penilaian prestasi, dedikasi,loyalitas dan tidak tercela.
(2) Pembinaan Pegawai Non ASN menjadi tanggung jarvab Direktur melaluipejabat kepegawaiar-r dan/atau ataiar, langJir.g.



(3) Ddam keacaan tertentu. Direktur dapar rneia<ukan mutasi/pemindahan
sementara Pegau'ai Non ASN sebelum ada pertimbangan dari atasan
langsung dalam ltentuk surat tugas.

(4) Pembinaan Pegarvai Non ASN sebagaimana drmaksud ayat (1), meliputi :

a. mutasi/pemindahan;
b. Diklat;
c. pt:mberian penghargaan;
d. sanksi/hukuman.

Pasal 26

(i) Mutasi/pemindahan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25
ayat (4) huruf a, berdasarkan:

a. penilaian kinerja; atau
b. permintaan sendiri.

(2) Diklat sebagaimana dimaksud Pasal 2s ayat (4\ huruf b, untuk
meningkatkan kompetensi Pegawai Non ASN, yang meliputi:
a. Diklat teknis;
b. Diklat fungsional;
c. Diklat lain yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(3) Pegawai Non ASN yang mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud ayat (2\,
dapat diberikan bantuan/uang saku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan RSUD Sayang.

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) huruf
c, terdiri dari:

a. sertifikat I ptagarrr penghargaan; atau
b. penambahan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKp).

(5) Direktur berhak menjatuhkan sanksi/hukuman kepada Pegawai Non
ASN sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) huruf d, berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembebasan tugas sementara; dan
d. pemutusan hubungan kerja.

(6) Pemberian sanksi/hukuman sebagaimana dimaksud ayat (5), tidak
harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang tetapi diberikan
berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 27

Ketentuan lebih ianjut mengenai pemberian penghargaan dan tata cara
pemberian sanksi/hukuman diatur oleh Direktur.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 28
(1) Setiap Pegawai Non ASN wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94s;



l)

(2)

(3)

b. mentaai segala peraruran perundang-undangan dan melaksanakan
pekery'aan dan oeintah direktur iang dipercayakan kepadanya
dengan penuh ranggung jau'ab;

c. menjaga rahasia jabatan, rahasia negara d,anlatau yang
berhubungan dengan tugasnya serta menjaga nama baik dan citrapositif RSUD Sayang;

d. mendahuluka, kepentingan RSUD Sayang diatas kepentingan
lainnya;

e. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
menurut bidang tugasnya;

f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat;
g. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam ker.1a;

h. menciptakan suasana kerja yang baik/kondusif;
i' memenuhi dan merrjalankan peraturan danlatau tata tertib RSUD

Sayang;

j segera melaporkan kepada atasannya, apabila menjumpai hal-halyang ber:potensi membahayakan atau merugikan ivlgara dan
Pemerintah Daerah;

k. menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORpRI) unit
RSUD Sayang.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), pegawai Non ASNwajib melaksanakan tugas lain yang diberlkan oleh Direktur sesuai
dengan peraturan penrndang-unda.rg..r.
Hak Pegawai Non ASN:

a. menerima gaji dan remunerasi dari RSUD Sayang sebagai imbalan
Jasa;

b' bentuk dan besarnya remunerasi disesuaikan dengan kemampuan
keuangan RSUD Sayang;

c' selain menerima remunerasi, Pegawai Non ASN mendapat cuti sesuai
dengan peratnran yang berlaku;

d. memperoleh jaminan kesehatan;
e' ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Non ASN akan diatur

oleh Direktur.

BAB VIII

CUTI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29
Cuti pegawai terdiri dari:
a. c'uti tahunan;
b. cuti sakit;
c. cuti bersalin.
d. cuti alasan ienting.



(1)

Bagian Kedua

Curi Tahunan
pasal 30

Pegawai Non ASN yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara
terus-menerlls, diberikan hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari
kerja.

cuti tahunan sebagaimana dimaksud ayat (i), dapat dipecah maksimal 2
(dua) kali 6 (enam) hari kerja secara tidak berurutan.
Untuk mendapatkan cuti tahunan, pegawai Non ASN mengajukan
permohonan tertulis Direktur.
cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direkcur.
cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun yang berjalan dengan
sendirinya, hak cutinya gugur.

Bagian Ketiga

Cuti Sakit
pasal 31

Pegawai Non ASN yarrg sakit berhak atas cuti sakit.
Pegawai Non ASN yang sakit selama, 1 (satu) hari dan latau 2 (dua) hari
berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan memberitahukan secara
tertulis kepada Direktur.
Pegau'ai Non ASN yang sakit lebih d,ari 2 (dua) hari sampai 14 (empat
belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan mengajukr., p..-ohonan
tertulis kepada Direktur dengan menyertakan surat klterangan dokter.
Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud ayat (3), antara lain
menyertakan alasan diberikah cuti, lamanya cuti dan keterangan lain
yang dipandang perlu.

Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan untuk waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

Pegawai Non ASN yang t,dak sembuh dari penyakitnya dengan jangka
waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), harus aluJi kesehatlnnya oleh
tim dokter yang ditunjuk oleh Direktur.
Apabill berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud
ayat (6), Pegawai Non ASN yang bersangkutan belum sembuh dari
penyakitnya maka dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai
Non ASN.

Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Direktur.

Pasal 32
(1) Pegawai Non ASN yang mengalami gugur kanclungan, berhak atas cuti

sakit paling lama 7 (tujuh) hari.

(4)

(s)

(2)

(3)

(3)

(4)

(7)

(8)

(1)

(2)

(s)

(6)

(2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana
Non ASN mengajukan permohonan tertulis
bagian umrlm kepada Direktur.

dimaksud ayat (1), Pegawai
secara berjenjang melalui



(1)

(2)

Pasai 3.3

Pegau'ai \on AS\ ]'arg r:e::ga,arni kecelakaan ialam menjalankan tugas
ker,vajiballn\-a, sehingga perlu mendapat pera\\'atan berhak atas cuti sakit
sampai sembuh dari sakitnva.

Pasal 34

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan pasal
32, yang bersangkutan berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan
keuangan RSUD Sayang.

Bagian Keempat

Cuti Bersalin

Pasal 35

Pegawai Non ASN berhak atas cuti bersalin.
Cuti bersalin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama 1 (satu)
bulan sebelum persaliuan, dan 2 (dua) bulan setelah persalinan, sesuai
petunjuk dokter yang merawat.

untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud ayat (1),
Pegawai Non ASN mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Direktur.

(a) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara tertulis
oleh Direktur.

Bagian Kelima

Cuti Alasan Pentins
. Pasal 36

(1) Pegawai Non ASN berhak atas cuti alasan penting, paling lama 12 (dua
belas) hari kerja, kecuali ibadah keagamaan.

(2) Lamanya cuti ibadah keagamaan sebagaimana dirlaksud ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur.

(3) Yang dimaksud dengan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud ayat
(1) adalah cuti karena:

a. iL'u/bapak, istri/snami, anak, aclik/kakak kandung, mertua, atau
menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan

b. melangsungkan perkawinan pertama.

(4) Untuk mendapatkan cuti alasan penting scbagaimana dimaksud ayat (1),
Pegawai Non ASN mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.

(5) Cuti alasan penting diberikan oleh Direktur dan Pegawai Non ASN
berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD sayan[.

(3)



B.\B IX

\lUTASi PE\II\DAHAN DAN PE}IBERHE}iTIAN

Bagian Kesat-u

Mutasi/ Pemindahan

Pasal 37

Mutasi/pemindahan Pegawai Non ASN dalam dan dari tugas dan/atau
jabatan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 38

Pemberhentian Pegawai Non ASN dalam dan dari tugas dan/atau jabatan
ditetapkan oleh Direktur, sesuai dengan ketentuan danlatau peraturan
perundang-undangan.

Pasal 39

Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud Pasal 38,
dilakukan dengan cara:

a. Hormat, dalam hal:

1. telah mencapai batas usia pensiun;

2. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, pegawai kontrak, dan
pegawai harian lepas;

3. perampingan organisasi RSUD Sayang;

4. tidak tersedia anggaran untuk memberikan gaji maupun insentif;
5. atas permintaan sendiri;

6. meninggal dunia;

7. sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus meneru.s
atau menderita sakit yang tidak sembuh atau cacat (tidak cakap
jasmani atau rohani ) sehingga tidak rnemurrgkinkan untuk bekerja
secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim
kesehatan;

B. dalam masa percobaan;

9. tidak memenuhi target kinerja yang telah oisepakati se.uai dengan
perjanjian;

10. formasi jabatan sudah terpenuhi oleh ASN;

11. diterima menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan/atau bekerja
pada instansi lainnya;

12. status BLUD clicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Tidak hormat, dalam ha1:

1. melakukan perbuatan yang bertentangan derLgan ideologi negara,
Pancasiia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 dan/atau terlibat dalam kegiatan yang menentang
Pemerintah dan Negara Kesatnan Republik Indonesia.
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-i. menberikan ke:erangan palsu atau dipalsukan;
5. mabuk. madat. memakai obat bius atau narkoba, berjudi di

dalam danlatau di luar lingkungan kerja;
6. melakukan perbuatan asusila di clalam dan/atau di luar

lingkungan kerja;

7. melakukan tindak kejahatan misalnya: rnencuri, menggeiapkan,
menipu, rnemperdagangkan barang terlarang baik di daram
Iingkungan maupun di luar lingkungan kerja;

B. menganiaya danlatau berkelahi, rnenghina secara kasar atau
mengancam pimpinan danlatau keluarganya, teman sekerja di
dalam maupun di luar lingkungan kerja;

9. membujuk pimpinan, teman kerja d.anlatau orang lain untuk
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan
kesusilaan;

10. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau
membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan atau fasilitas
milik RSUD Sayang;

11. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan RSUD
Sayang;

12. mene,rima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi dan/atau
menyalahgunakan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi
danlatau pihak lain;

13. mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut
tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah
dan telah dipanggil oleh direktur sebanyak 3 (tiga) kaii secara
patut dan tertulis;

14. menggunakan danlatau memanfaatkan fasilitas RSUD Sayang
untuk usatra lain (kepentingan pribadi) baik di clalam maupun di
luar jam kerla tanpa rzinyang sah dari Direktur;

15. mempunyai usaha danlatau bekerja di tempat lain selarna jam
ker.1a tanpa izin dari Direktur;

16, dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan
telah berkekuatan hukum yang tetap;

17. melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

18. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
19. menjadi anggota clan/atau pengurus partai politik,
20. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakit Presiden

dengan cara:

1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye; danlatau

yang
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sebelum. se -ai:ra. dan sesudah masa kampa.nye meliputi
pertemuan. ajakan. himbauan, seruan atau pemberian barang
kepada pegari-ai daiam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masl,arakat;

21. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/wakil kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda penduduk sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

22. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/wakil
Kepala Daerah, dengan cara:

1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

2l menggunakan fasilitas yang
kegiatan kampanye;

3) membuat keputusan

terkait dengan jabatan dalam

dan/ atau
menguntungkan atau merugikan salah
selama masa kampanye; dan/atau

tindakan yang
satu pasangan calon

4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan caron yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan ses,dah masa- kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemherian barang
kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat.

c. pembebasan tugas sementara, apabila pegawai non ASN dikenakan
tahanan sementara oleh pihak berwajib k.r..r. diduga melakukan
tindak pidana.

(1)

pasal 40
Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf c,
dikenakan pada saat penahanan dillkukan dan selama masa penahanan
serta tidak diberikan insentif.
Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf c,dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat
ditugaskan kembali sebagai pegawai Non ASN.
Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf c,ditetapkan oleh Direktur.

(2)

(3)

Pasal 4 1

Bagi Pegawai Non ASN yang diberhentikan dengan hormat sebagaimanadimaksud Pasal 39 huruf a, diberikan hak sisuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundang-undangan.

Masa kerja Pegawai Non ASN
berturut-turttt tidak ternr rfr rs

BAB X

MASA KERJA

Pasal 42

adalah masa kerja di RSUD Sayang secara



BAB XI

TATA KERJA

Pasal 43

(1) Batas usia pensiun Pegawai Non ASN pada RSUD Sayang ditetapkan
sebagai berikut:

a. Profesional 60 (enam puluh) tahun;
b. Non profesional 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Pegawai Non ASN profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat
diperpanjang kembati sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pegarn,ai Non ASN profesional sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya
berlaku untuk dokter spesialis.

(4) Pegawai Non ASN profesional ayat (3) hanya berlaku dalam keadaan
ketersediaan tenaga tersebut terbatas/tidak mencukupi.

BAB XII

PENGGAJIAN DAN JASA PELAYANAN

Ragian Kesatu

Penggajian

Pasal 44

(1) Pegawai Non ASN berhak mendapatkan gaji bulanan.

(2) Gaji bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan standar
satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Dalam hal tidak tercantum dalam standar satr ran harga sc bagaimana
dimaksud ayat (2), gaji bulanan disesuaikan dengan kebijakan Direktur.

Bagian Kedua

Jasa Pelayanan

Pasal 45

(1) Pegawai Non ASN berhali mendapatkan jasa pelayarran.

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIII

ANGGARAN

Pasal 46

Semua biaya dalam pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan
pengelolaan Pegawai Non ASN dibebankan kepada anggaran RSUD Sayang.

BAB XIV

KARIER

Pasal 47

(i) Pegawai Non ASN dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas
dan/atau jabatan sesual dengan kompetensinya dalam lingkup RSUD
Sayang, kecuali tugas danlatau jabatan yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan, yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai



(2) Ketenluan ie o::: -a::' *: =e::gena iditetapkan oleh D::e<iur.
<arier Pegatvai Non ASli

BAB XV

HARI KERJA DAN KERJA LEMBUR

Bagian Kesatu

Han Ker.la

Pasal 48

Hari kerja adalah selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
Jam kerja adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam satu
minggu.

Jam kerja dan hari libur bagi pegawai non shift mengikuti jam kerja ASN
di Daerah.

Jam kerja dan hari libur bagi pegawai shift mengikuti jadwal yang
ditentukan.

Setiap Pegawai wajib hadir pada waktunya dan mengisi daftar hadir
melalui sarana yang disediakan RSUD Sayang.

Bagian Kedua

Ker.la Lembur

Pasal 49

Pegawai Non ASN dapat melaksanakan kerja lembur atas perintah
atasan langsung atau Direktur dengan ketentuan:
a. maksimal 5 (tiga) jam dalam satu hari kerja dihitung sesudah waktu

kerja, kecuali hal yang mendesak/ darurat atau 60 (enam puluh) jam
per orang dalam sebulan; '

b. tidak berlaku bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas; dan
c. kurang dari 1 (satu) jam tidak dihitung sebagai kerja lembur.
Waktu kerja lembur clihitung berdasarkan catatan pada Surat perintah
I(erja Lembur yang diisi dan disetujui oleh atasar, langsung sesuai
dengan ketentrran peraturan perundang-undangan.
Pegawai Non ASN yang melaksanakan kerja lembur berhak memperoleh
upah lembur yang besarannya ditetapkan oleh Direktur.

BAB XVI

PERATURAN DiSIPLIN

Bagian Kesatu

Kevrajiban dan Larangan

Pasal 50
Pegawai Non ASN RSUD Sayang, wajib:
a. setia taat sepenuhnya kepada pancasila,

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
dan Pemerintah;

-1en_tanq

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

b. menaati segala ketentuan peraturan perLln,Cang-undangan;



c. meiaksanakan rugas kedinasan \-ang cipe:ca-,-a<a:: kepada pegaq-ai Non
ASN dengan oenuh pengabdian. kesadaran. dan ranggung jar,vab;

d' menjunjung tinggi kehormatzrn negara, Pemerintah, dal martabat
Pegawai Non ASN;

e' mengutamakan kepentingan negara, Pemerintah, pemerintah Daerahdan RSUD Sayang dari pada kepentingan sendrri, seseorang, dan /ataugolongan;

f' memegang rahasia jabatan yang menurut silatnya atau menurutperintah harus dirahasiakan;
g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara;

h' melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui adahal yang dapat mernbahayakan atau merugikan negara, pemerintah,
Pemerintah Daerah darr RSUD Sayang terutama di bidang- keamanan,
keuangan, dan materiil;

i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
k. menggunakan dan memerihara bara,g-barang milik RsuD sayang

dengan sebaik-baiknya;

1. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
m. membimbing bawahan dalam meraksanakan tugas;
n. memberika-n kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

karier; dan

o. menaati pera.turan kedinasan yang ditetapkan Direktur.

. Pasal 51
Pegawai Non ASN dilarang:
a. menyalahgunakan we,vvenang;

b' menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atauorang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c' tanpa izin direktur menjadi pegawai atau bekerja untuk negara laindan/atau lembaga atau organisasi internasional;
d' beker.la pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadayamasyarakat asing;

e' memiliki, menjual, memberi, menggadaikan, menyewakan, ataumeminjamkan barang-barang b.{t Lergerak atau iia* bergerak,dokumen atau surat berhargi milik ,,.g.I. atau RSUD Sayang secaratidak sah;

f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,atau orang lain di dalam maupun di luar lingk,ngan i<e4anya dengantujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yangsecara langsung iltau tidak langsung meiugikan ,r.gar" atau RSUD
Sayang;

g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapunbaik secara langsung atau tidak rangsung dan dengan darih apapununtuk diangkat daiam jabatan;
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melakukan suatu tindakan atau trdak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit saiah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

rnenghalangi berjalannya tugas kedinasan;

memberikan dukungan kepada caion Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah dengan cara:

1) ikut serta seb,lgai pelaksana kampanye;

2\ menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut RSUD Sayang;

3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain;
danlatau

4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara atau
RSUD Sayang.

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan
cara'.

1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau

2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebeium, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada pegawzri dalam lingkungan
unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

memberikan dukurigan kepada calon anggota Dewan Penvakilan Daerah
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-
undangan; dan

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/wakil Kepala
Daerah, dengan cara:

1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah;

2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau

4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa karnpanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan
unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

m.

n.

o.



Bagian Kedua

Peianggaran Disiplin

Pasal 52

Pegawai Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal
50 dan Pasal 51 adalah pelanggaran disiplin.

Pasai 53

Pegawai Non ASN yang melakukan pelanggaran disipiin sebagaimana
dimaksud Pasal 52, dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat oleh
Direktur dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 54

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 52 berupa:
a. hukuman disiplin ringan, berupa:

1. t-eguran lisan; dan
2- teguran tertulis.
hukuman disiplin sedang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
jenis hukuman disiplin berat berupa:

1. pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN; dan
2. pemberhentiarr tidak dengan hormat sebagai pegawai Non ASN.

Bagian Keempat

Tingkat H-rkuman Disiplin
' Pasal 55

Tingkat hukuman disiplin tidak masuk kerja tanp-r. alasan yan
terdiri dari:

I sah/jelas

a. hukuman disiplin ringan, untuk Pegarvai Non ASN yang tidak masuk
kantor tanpa keterangan sampai dengan 5 (lima) hari;

b. hukuman disiplin sedang, r-rntuk Pegawai Non ASN yang tidak masuk
kantor tanpa keterangan seiama 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan)
hari; dan

c. hukuman disiplin berat, untuk Pegawai Non ASN yang tidak masuk
kantor selama 10 (sepuiuh) hari.

b.

C.

Pasal 56

Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai

a. iaporan Berita Acara Pemeriksaan yang
Atasan Langsung;

b. daftar hadir yang bersangkutan (untuk
dan

c. data pendukung lainnya,

Non ASN oleh Direktur disertai:

dibuat oleh Tim Pemeriksa atau

pelanggaran tidak masuk kerja);
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Pasal 57

Keputusan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, berlaku pada
tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Non ASN
yang dituangkan dalam Berita Acara penyerahan keputusan.

Pasai 58

Semua keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Non ASN
sebagaimana dimaksud Pasal 57 bersifat final.

BAB XVII

PENGHARGAAN

Pasal 59

Direktur memberikan penghargaan kepada Pegawai Non ASN yang
berprestasi berupa:

a. sertifi<at lpiagam penghargaan; atau
b. penambahan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Pasal 60

Ketentuan mengenai penghargaan kepada Pegawai Irion ASN sebagaimana
dimaksud Pasal 59 akan diatur oleh direktur.

Pasal 61
(1) Pegawai Non ASN dapat mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan

RSUD Sayang.
(2) Pegawai Non ASN yang mengikuti Diklat diberikan bantuan/uang saku

dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sayang.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

(1) Penrbinaan dan pengawasan pelaksanaan t.ugas Pegawai Non ASN
dilakukan oleh atasan langsung.

(2) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
kinerja Pegawai Non A.SN melalui laporan tahunan Direktur.

Pasal 63

(1) Penilaian kinerja Pegawai Non ASN dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali
pada akhir tahun.

(2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan
dalam daftar peniiaian Sasaran Kineda Pegawai (SKP).

(3) Pejabat penilai adalah al-asan langsung Pegawai Non ASN yang dinilai.

Pasal 64

(1) Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar
penilaian SKP meliputi:

a. kesetiaan;
b. prestasi kerja;
c. tanggung jawab;
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(2) Peniiaian perilaku kerja dilakukan oleh atasan langsung pegawai Non
ASN dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
perilaku kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan 

'dengan

sebutan dan angka sebagai berikut:
a. Amat baik
b. Baik
c. Cukup
d. Sedang
e. Kurang

Penilaian akhir dari prestasi kerja adalah dengan cara menggabungkan
penilaian SKP dengan penilaian perilaku ker3a.

Bobot nilai dari penilaian SKP adalah 600/o (enam puluh perseratus) dan
penilaian perilaku kerja zLdalah 4Ooh (empat puluh perseiatus) dari ni.lai
prestasi kerja.

Nilai prestasi kerja dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai
berikr-Lt:

a. Sangatbaik : 91 - 100;
b. Baik : 76 - 90;
c. Cukup . 61 - 75;
d. Kurang : 51 - 60;
e. Buruk : 50 kebawah.

BAB XIX

PBNYELESAIAN PERSBLI SIHAN

Pasal 65
Dalam hal terjadi perselisihan/ketidakpuasan pegawai Non ASN,
diselesaika.n secara musyawarah dalam lingkungan RSUD Sayang dengan
mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66
Tata cara penyelesaian perselisihan/ketidakpuasan pegawai Non ASN
sebagaimana dimaksud Pasal 65 diatur sebagai berikt:
a. Tingkat Kesatu, melalui musyawarah mufakat pada tingkat permulaan

dengan tahapan:

- Pertama, dilakukan dengan atasan langsung, diharapkan agar semua
perselisihan atau persoalan Pegawai Non ASN dapat diselesaikan;

- Kedua, dalam hal tahapan kesatu tidak tercapai penyelesaian, maka
paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, elgawai Non ASN
dapat meneruskan persoalan secara tertulis kepada- pejabat yang
membidangi kepegawaian atau Direktur untuk dibahas 

- 
dan

diupayakan penyelesaiannya secara musyawa'ah dan mufakat.
b' Tingkat Kedua, daiam hal belum terselesaikan pada tingkat Direktur,

maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kalendei, atas inlsiatif pegawai
Non ASN atau RSUD Sayang dapat mengusahakan penyelesaian de-ngan

l.

b'

91 - 100;
76 - 90;
6t - 75;
51 - 60;
50 kebawah.

(4)

(s)

(6)
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BAB XX

LAPORAN

Pasal 67

RSUD Sayang menyarnpaikan laporan tahunan Pegawai Non ASN kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pegawai Non ASN yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati
ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, paling lama
6 (enam) bulan, terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2010 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Segala ketentuan berkenaan dengan Pegawai Non ASN RSUD Sayang,
paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Bupati harus
segera menyesuaikan.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarl Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Cianjur
Oktober 2O2A

DAERAH

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Oktober 2O2O
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2A2O NOMOR 65


